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Dalam bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor
tadi, umumnya yang diimpor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan
kimia, ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan.
Selain itu impor juga menyangkut bahan / barang kebutuhan konsumsi yang belum
dapat di produksi dalam negeri.

Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor-impor ini tanpa memandang
penyebab-penyebabnya adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara
yang mengimpor dan mengekspor barang-barang tersebut. Transakéi ekspor- impor
secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang
terlibat didalamnya.

Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif
terhadap suatu negara, pengaruh positif dari suatu perdagangan internasional adalah
dapat meningkatkan kemakmuran warga negaranya dan menjadi stimulan
pertumbuhan industri dalam negeri, sedangkan pengaruh negatif dari suatu
perdagangan internasional adalah menghambat pertumbuhan industri dalam negeri
dalam mendapatkan devisa

Dalam kaitannya dengan perdagéngan internasional, Direktorat Jendral Bea
dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus
barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan
Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan

memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan di Indonesia.
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akan diuraikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu:

- Penindakan adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai fungsi dan tugasnya.

- Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1)
diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- Di Bandara Poloria Medan adalah merupakan nama Bandara di Kota Medan dan
merupakan bandara internasional.

- Oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah
merupakan salah satu instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan
tugas dan fungsi kepabeanan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan
skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang merupakan salah satu instansi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan tugas dan fungsi kepabeanan

khususnya dalam penindakan terhadap masuknya narkotika ke Indonesia secara umum

dan di Kota Medan khususnya.

UNHYER%%%?WE%P&%%@A” Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
----Jakarta; 2003, 72- ,
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B. Alasan Pemilihan Judul

Peran aparat penegak hukum dan msayarakat juga berperan penting untuk
memberantas dan menindak masuknya narkotika secara melawan hukum. Aparat
penegak hukum yang dimaksud adalah Direktorat Bea dan Cukai melalui Kantor
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan

Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu
instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas
ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam
mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan
Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk
menambah pendapatan atau devisa negara; sebagai alat untuk melindungi produk-
produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat
keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui
suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui
kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk
mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang
yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan
penyelundupan yang merugikan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini
adalah:
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A2 Medan.

F. Metode Pengumpulan data
Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian

dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai
bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur,
peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan
penulis sendiri.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang
merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea <zn Cukai Tipe A2 Medan  baik dengan wawancara maupun

observasi langsung.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
BAB 1. PENDAHULUAN.
Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%léséié[g%llylo%i {}e%lz)es?tory uma.acid)20/8/24



10

Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan,
Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta
Sistematika Penulisan.

BAB IL TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA
Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Umum Tentang
Narkotika, Ruang Lingkup Narkotika, Perbuatan-Perbuatan Yang
Dianggap Sebagai Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika serta
Pemakaian Narkotika Yang Dibenarkan. |

BABIII. TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR PELAYANAN DAN
PENGAWASAN BEA CUKAI
Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Gambaran Umum Kantor
Pelayana’ﬁ%an Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, Tugas,
Fungsi Dan Peran Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai
(KPPBC) Tipe A2 Medan serta Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

BAB IV. PENINDAKAN NARKOTIKA DI BANDAR POLONIA OLEH
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI
MEDAN.
Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Penindakan Narkotika
Oleh KPPBC Tipe A2 Medan, Optimalisasi Peran KPPBC Tipe A2
Medan Dalam Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan,
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baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada
masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa
narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang
lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja,
dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika
makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka
pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu
dengan keluarnya Instzuksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya
narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar
pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun
1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang

kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotik.
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sebagai tersebut dalam angka 2.

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan
pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena
kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari
ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa

. hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan

sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan

penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan
yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang
ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah :

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang

menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat

diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat
pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran

2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam
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batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

" dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paliﬁg lama 12 (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

UNIViRRSHT AshMid AN pidEda denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
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rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya S (lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atay mentransito
Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
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Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
Golongan [ terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk
digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan 11
Adapun tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan II
meliputi:
Pasal 117
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana
penjara paling Si";g;lfat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepulyh) tahun dan
pidana denda palin, | sedikit Rp600’.000.000,00 (enam ratus jyta rupiah) dan paling
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banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, afau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

Pasal 120

UNDIVERSITASMED @@ RBApa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
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mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

Ttahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana d;enda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
Golongan 1II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk
digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika
Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (duva puluh) tahun dan pidana denda maksimum

UNIVEdgbabhihdE Db kel dada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
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3. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan I
Adapun tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan III
meliputi:

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika
Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

URIVBRISIT As:M BErAd iR Emenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
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menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.0:0.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk
digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

UNIVEREEBARDNIERY0b A ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
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Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
1/3 (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

UNIVEBSEFA DM ANnAREAS (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
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(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

a.

pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana
penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan
Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau

menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan;

pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau

pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan
Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor
Narkotika

Pengaturan ekspor dan impor narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika meliputi :

a.

Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor diatur dalam Pasal 15 sampai
Pasal 22

Pelaksanaan impor dan ekspor narkotika, tunduk pada ketentuan Undang-Undang
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barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara, moda
atau sarana angkutan apapun.

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara
Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan
Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat
persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di negara pengekspor. \3

Transito, Pasal 29 sampai Pasal 32.

Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan
Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau
Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
pengekspor dan pengimpor.

Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara
pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang;:

a. Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;

b. Jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan

¢. Negara tujuan ekspor Narkotika. '®

15 .
idangrtndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UNIVER&@Q%&%E&@ No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UnlXechlta%M%(lj%{}e%%es?tory.uma.ac.id]20/8/24-

Cess Fro



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20,/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



39

Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

15. Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak di bawah Umur
Kejahatan di bidang narkotika tidak semuanya dilakukan oleh orang dewasa,

tetapi ada kalanya pula kejahatan ini dilakukan bersama-sama dengan anak-anak di

bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa umumnya

mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika
karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis yang belum
maksimal. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk

melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133

UU Narkotika yaitu:

(1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan
kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,
memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang
belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111, Pasal llé, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115,Pasal 116, Pasal 117, Pasal
118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,
Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan

kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,

UNIVERALKS dEDANERE Asan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang
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belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal di atas hanya dikenakan kepada orang yang memanfaatkan anak yang
belum dewasa saja.Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana dengan
menggunakan UU Pengadilan Anak jadi mengingat usianya yang belum dewasa maka
bé;kas perkaranya harus dipisahkan. Kecuali apabila pelaku kejahatlan Pasal 133 ini
adalah anak yang belum dewasa juga maka berkas perkaranya dapat dijadikan satu,

hanya peran perbuatannya yang berbeda.

16. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Di Luar Negeri

Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia (WNI) di luar negeri tetap berlaku ketentuan UU Narkotika. Ketentuan
Pasal 145 menetapkan”bahwa: Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111,
Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal \127'
ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia
diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Namun demikian ketentuan Pasal 145 ini hanya dapat diberlakukan apabila

yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia, jadi apabila pelaku masih berada di
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luar negeri dan tertangkap oleh negara dimana pelaku berada maka akan diproses
berdasarkan hukum yang berlaku pada negara setempat.

Mengenai kewenangan pengadilan negeri mana yang akan mengadili perkara
narkotika yang dilakukan di luar negeri, baik KUHAP maupun UU Peradilan Umum
dan UU Narkotika tidak menetapkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang
mengadili, sehingga yang digunakan adalah teori diwilayah hukum pengadilan negeri
dimana pelaku ditangkap, atau wilayah domisili pelaku atau Pengadilan Negeri di ibut
Kota Negara (PN Jakarta Pusat). Hal ini masih memerlukan pengaturan lebih jelas di
masa mendatang,

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk
memberatkan hukumannya karena perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan
yang dampaknya sangat membahayakan dan menimbulkan kerugian besar bagi
kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan dari pemberatan hukuman
tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi
dimaksudkan untuk mendidik pelakunya agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak
lagi mengulangi kejahatannya.

Dalam UU Narkotika terdapat 4 (empat) alasan untuk melakukan pemberatan
hukuman kepada pelaku kejahatan narkotika, yaitu :

1. Karena perbuatannya didahului dengan permufakatan jahat.
Adanya persekongkolanbeberapa atau sekelompok orang untuk melakukan

kejahatan di bidang narkotika merupakan salah satu alasan untuk melakukan

UNIVERS1GTaS:M BDlNaRERalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa agar
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tindak pidana narkotika yang didahului dengan permufakatan jahat hukumannya
diperberat. Pemberatan hukumannya terlihat, bahwa apabila tindak pidana di
dalam pasal-pasal tersebut didahului dengan permufakatan jahat maka dijatuhi
pidana penjara dan denda yang masing-masing lebih berat dari pada tanpa
permufakatan jahat.
2. Karena dilakukan secara terorganisasi.
Pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan
secara terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah oraﬁg yang masing-
masing bekerja sama dengan peranan yang berbeda sebagaimana layaknya sebuah
organisasi dimana terdapat pimpinan dan anggota. Mengingat kejahatannya
dilakukan secara tcrorganisasi sehingga kejahatan dikemas dengan lebih rapi
dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sebanyakbanyaknya, sehingga
pidananya lebih berat dari pada dengan permufakatan jahat.
3. Karena dilakukan oleh korporasi.

UU Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah
kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Dalam korporasi, sifat organisasinya adalah
terang-terangan baik nama organisasi, pimpinan organisasi maupun kegiatannya
mudah diketahui karena korporasi dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT),
Koperasi, CV, Firma maupun Yayasan. Oleh sebab itu, dengan organisasi yang
sifatnya lebih rapi ini dan sudah terbiasa melakukan kegiatan di masyarakat, jika

UNIKERSIPAS MEBpANKanREgahatan narkotika maka pidananya lebih diberatkan lagi

Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%léséigg%lMo%j%{}e%%%?tory uma.acid)20,/8/24



43

Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

dari kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi.
4. Karena dilakukan oleh residivis.

UU Narkotika mengatur bahwa barang siapa yang dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, maka pidananya dapat
ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dijatuhi pidana mati,
seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang hanya memberi batas waktu 5 (lima) tahun sejak diputusnya
perkara dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadép mereka yang
mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu apabila perbuatannya dilakukan

lewat dari 5 (lima)‘%“‘t"eihun, maka pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai residivis.

D. Pemakaian Narkotika Yang Dibenarkan
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009/tentang
Narkotika yang berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pemakaian narkotika yang
dibenarkan adalah untuk:
1. Kepentingan pelayanan kesehatan
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya di dalam Pasal 8 dijelaskan:
1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

UNTVIRSHT ASNHEDAMNARE Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan

Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unix%léséigg%lMo%j%{}e%%%?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20,/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

BEA CUKAI

A. Gambaran Umur: Xantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe
A2 Medan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan yang
berada dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera
Utara, dimana wilayah kerjanya meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli
Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah yang sangat strategis
karena secara geografis wilayah kerja

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan berdekatan
dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand (negara-negara anggota ASEAN). Oleh
karena itu daerah tersebut sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan telah terjalinnya kerjasama regional dengan
beberapa negara tetangga kita yang berdekatan dengan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan
lain sebagainya dalam suatu wadah kerjasama ekonomi yang dikenal dengan Asean
Free Trade Area (AFTA).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi
pemerintah di bawahj;ncaungan Kementerian Keuangan memiliki fungsi yang sangat
strategis yaitu sebagai:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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B. Tugas, Fungsi Dan Peran Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai

(KPPBC) Tipe A2 Medan

Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009

Tanggal 08 April 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, secara garis besar tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan

cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku. Tugas-tugas setiap seksi/bagian dapat dirinci sebagai berikut :

1.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan wurusan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, pengawasan pelaksanaan tugas dan
evaluasi kinerja, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan
masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli
dan operasi pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana

kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, -
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3. Seksi Perbendaharaan
Seksi  Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan
pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya
yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelayanan kepabeanan atas
sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

4. Seksi Kepabeanan dan Cukai
Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan
fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

5. Seksi Tempat Penimbunan
Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan
fasilitas kepabeanan di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan
Pabean.

6. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen
Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan
pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolagn dan penyimpanan
data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian

data kepabeanan dan cukai.
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C. Visi dan Misi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2
Medan

Letak geografis wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe A2 Medan yang meliputi daerah Kotamadya Medan, Binjai dan daerah
Tingkat I Deli Serdang, menyimpan banyak potensi dalam bidang ekonomi, bisinis
dan ketenagakerjaan. Menyadari bahwa peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe A2 IvIecian begitu penting, maka perlu diupayakan secara serius dan
berkesinambungan dalam peningkatan kinerja dan citra aparat Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-
25/BC/1999 tanggal 01 April 1999, KPPBC Tipe A2 Medan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya mendasarkan diri pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu :
Visi:

Sejajar dengan institusi Kepabeanan dan Cukai dunia dalam Kinerja dan citra

Penjelasan dari visi tersebut :

1. Sejajar dengan institusi kepabeanan dan cukai dunia adalah suatu kondisi yang
menempatkan DJBC berada dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang
bermutu dan berstandar internasional.

2. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu

lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
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diatas, dijabarkan dalam suatu misi, yaitu :

Misi:

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

Keberadaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan

sebagai unsur Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam melakukan

pungutan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan pungutan lainnya serta pencegahan dan

penindakan penyelundupan.

Agar pelaksanaan tugas pokok dibidang Kepabeanan dan Cukai dapat tercapai

secara optimal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan

menetapkan misi yang saling terkait yaitu :

1. Memungut penerimaan Negara dari sektor impor, ekspor dan cukai.

2. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum
dibidang Kepabeznan dan Cukai serta perlindungan masyarakat, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan
investasi.

4. Mengembangkan kerja sama dengan institusi Kepabeanan dan Cukai tingkat
regional.

5. Memberikan pelayanan terbaik dibidang Kepabeanan dan Cukai yang sederhana
dengan berbasis teknologi informasi.

6. Mengelola Sumber Daya Manusia dan keuangan sesuai prinsip-prinsip

UNIVIERSEEAGME DANAREAan.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

L

Penindakan narkotika di Bandara Polonia oleh Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan pada dasarnya adalah melakukan
identifikasi dari masuknya narkotika secara melawan hukum ke Indonesia,
dimana tindakan tersebut berupa tindakan penangkapan kepada seseorang yang
diduga memasukkan narkotika ke Indonesia serta mengamankan barang bukti
berupa narkotika.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan penindakan narkotika di Kantor
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan adalah semakin
canggihnya sistem dan upaya para pelaku yang coba memasukkan narkotika ke
Indonesia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang cangguh dari Kantor
Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan dalam
mengidentifikasi barang-barang yang terlarang masuk ke Indonesia seperti

narkotika.

B. Saran

1.

Agar menggalakkan sosisalisasi Undang-Undang Narkoba yang baru yaitu UU

No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat meningkatkan eksistensi
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Document Accepted 20/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencanturslgm sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dl ) L . . .
ilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unlx%rslta%M%(lj%?e%%es?tory.uma.ac.id]20/8/24-

Cess Fro



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20/8/24



Petrus Sarihon Edi - Penindakan Narkotika di Bandara Polonia Medan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)20,/8/24





